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ABSTRAK 

Penelantaran anak pasca perceraian merupakan pelanggaran serius terhadap hak-

hak anak yang belum mendapat perlindungan hukum yang efektif di Indonesia. 

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, 

implementasinya masih lemah dan belum optimal. Anak-anak korban perceraian 

seringkali kehilangan hak atas nafkah, perhatian, dan pendidikan yang menjadi 

kewajiban orang tua setelah perceraian. Kasus gugatan anak terhadap ayah kandung 

di Salatiga serta Putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN Bintuhan menjadi contoh nyata 

lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum pidana mampu menjamin 

keadilan serta perlindungan bagi anak-anak korban penelantaran oleh orang tua 

pasca perceraian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (library research) 

untuk menelaah norma dan kaidah hukum yang berlaku terkait penelantaran anak 

pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan 

pengadilan, terutama Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bintuhan sebagai bahan 

hukum primer. Data sekunder berupa Undang-Undang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta literatur 

akademik dan jurnal hukum juga dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik analisis 

data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengolah dan menafsirkan data 

secara sistematis dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak telah dilakukan 

berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak, namun 

masih bersifat reaktif dan belum optimal. Penegakan hukum baru dilakukan setelah 

dampak penelantaran terjadi, mencerminkan lemahnya struktur, substansi, dan 

budaya hukum. Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca 

perceraian masih bersifat formal dan normatif, belum diimbangi dengan sistem 

pengawasan yang efektif serta keterlibatan lembaga perlindungan anak. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, pengawasan yang lebih 

ketat, serta keterlibatan aktif berbagai pihak agar hak anak benar-benar terlindungi 

secara berkelanjutan. 

Kata kunci : Penelantaran Anak, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum. 
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ABSTRACT 

Child neglect following divorce constitutes a serious violation of children’s rights 

that has not yet received effective legal protection in Indonesia. Although regulated 

under the Child Protection Act, its implementation remains weak and suboptimal. 

Children who are victims of divorce frequently lose their rights to financial support, 

attention, and education, which are parental obligations post-divorce. The case of 

a child’s lawsuit against the biological father in Salatiga, along with Decision No. 

93/Pid.Sus/2020/PN Bintuhan, exemplify the weak law enforcement against 

perpetrators of child neglect. This study aims to examine the extent to which the 

criminal justice system guarantees justice and protection for children who suffer 

neglect by their parents after divorce. The research employs a normative legal 

method with a qualitative approach, focusing on library research to analyze the 

applicable legal norms and rules regarding child neglect post-divorce. The 

approach is juridical-normative, involving analysis of legislation, legal doctrines, 

and court decisions, especially Decision No. 93/Pid.Sus/2020/PN Bintuhan as 

primary legal material. Secondary data include the Child Protection Act, the 

Domestic Violence Eradication Act, as well as relevant academic literature and 

legal journals. Data collection was conducted through gathering primary and 

secondary legal materials, while data analysis used a descriptive-analytical method 

to systematically and comprehensively process and interpret the data. The findings 

indicate that law enforcement against perpetrators of child neglect has been carried 

out in accordance with Articles 76B in conjunction with Article 77 of the Child 

Protection Act; however, it remains reactive and insufficiently effective. Legal 

enforcement only occurs after neglect’s adverse impacts manifest, reflecting 

weaknesses in legal structure, substance, and culture. Furthermore, legal 

protection of children’s rights post-divorce remains formal and normative, lacking 

effective oversight systems and active involvement of child protection agencies. 

Therefore, strengthening legal implementation, tighter supervision, and active 

participation from multiple stakeholders are necessary to ensure the sustainable 

protection of children’s rights. 

Keywords: Child Neglect, Law Enforcement, Legal Protection. 
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